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Daam hukum pidana, khususnyatindak pidana korupsi, telah terjadi terobosan baru dimana perbuatan
melawan hukum yang semula diartikan secara "formil" ("wederwettelijk™) mengalami pergeseran, karena
sifat dari perbuatan itu kini diartikan juga secara "materiel" yang meliputi setiap pembuatan yang melanggar
norma-norma dalam kepatutan masyarakat atau setiap perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat.
Perubahan arti menjadi "wederrechtelijk”, khususnya perbuatan melawan hukum materil dalam hukum
pidanaini (ederrechtelijk) mendapat pengaruh yang kuat sekali dari pengertian secaraluas gjaran perbuatan
melawan hukum dalam hukum perdata melalui arrest Cohen-Lindenbaum tanggal 31 Januari 1919.
Pembaharuan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
khususnya pasal 2 ayat 1 maupun Penjelasan pasalnya berkaitan antara penerapan gjaran perbuatan melawan
hukum materiel dengan arrest Cohen-Lindenbaum. Semula dalam hukum pidana, gjaran perbuatan melawan
hukum materiel dibatasi penggunaannya melalui fungsi Negatif sebagal alasan peniadaan pidana, hal ini
dimaksudkan untuk menghindari pelanggaran Asas L egalitas maupun penggunaan analogi yang dilarang
dalam hukum pidana.

Perkembangan multi-tipologi kejahatan baru yang dianggap koruptif/tercela dan merugikan
Masayarakat/Negara dalam skala yang sangat besar seringkali tidak terjangkau oleh peraturan perundang-
undangan tertulis yang ada sanks pidananya, sehingga pelaku dapat bertindak secara bebas dengan
berlindung dibalik Asas Legalitas. Dari aspek /pendekatan segjrah pembentukan undang-undang, norma
kemasyarakatan, yudikatif dan legidatif, terdapatlah kecenderungan pergeseran kearah fungsi positif dari
perbuatan melawan hukum materil, dengan kriteria yang tegas dan limitatif serta kasuistis, yaitu apabila
perbuatan pelaku yang tidak memenuhi rumusan delik dipandang dari segi kepentingan hukum yang lebih
tinggi ternyata menimbulkan kerugian yang jauh tidak seimbang bagi masyarakat/negara dibandingan
dengan keuntungan dari perbuatan pelaku yang tidak memenuhi rumusan delik itu. Tentunya unsur melawan
hukum materiel melalui fungsi positif ini diartikan dalam konteks komprehensif secara menyeluruh terhadap
unsur-unsur lainnya dalam suatu delik.
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